
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

TAHUN 2OL6 NOMOR 18 SERI ?
SAMOSIR

NOMOR 96

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 3 TAHUN 2OL6

TENTANG

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

r. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OI4' dan

Pasal 49 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan KePala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

membentuk Ireraturan Daerah tentang Pencalonan, Pemilihan' Pengangkatan'

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

1. Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO3 tentang Pembentr-rkan Kabupaten

Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera utara (Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaTahun2OO3Nomorl5l'TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3a6);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.l Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2ol4NomorT,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 5a95);

5.Undang-UndangNomor23Tahun2ol4tentangPemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oI4 Nomor 244, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol+ tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4T Tahun 2OIs
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20i4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Unclang Nomor 6 Tahun 2OI4 Tentang Desa
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oi5 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 I7);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2Ol4 tentang pemilihan

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia'lahun 2014 Nomor 2092\;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun rg4s.

3. Pemerintah Daerah adaiah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin peiaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Samosir.

Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
Samosir.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentilgan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu1,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B' Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urr-rsan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesal uan Republik Indonesia.

4.

5.



26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adaiah daftar pemilih hasii

pemutakhiran DPS yang telah ditetapkan oleh P2KD'

27. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disebut DPIB adalah daftar

pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetapi memenuhi syarat untuk

memiiih.

28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala Desa

untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara.

30. Kelompok Pernyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS

adalah kelompok yang dibentuk oleh P2KD untuk melaksanakan pemungutan

suara di TPS.

31. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

PersiaPan Pemilihan KePala Desa

Paragraf 1

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

(l) BPD memberitahukan kepacla kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa

jabatan kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan

kepaia Desa berakhir'

(2\ Pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan'

(3) BPD memproses pemilihan kepaia Desa paling lama 6 (enam) bulan sebelum

berakhirnya masa jabatan kepala Desa'

Pasal 3

(1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di wilayah Kabupaten

Samosir.

(2\ Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka

waktu 6 (enam) tahun.

(3) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa'

(4) Pemilihan kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan KePala Desa

Pasal 4

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten'

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas meliPuti:



a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan

pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap

Panitia Pemilihan Kecamatan, P2KD dan KPPS;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta

perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan

lainnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk selanjutnya

disampaikan kepada P2KD;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat

Kabupaten;

g. melakukan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan pemilihan; dan

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

(3) Untuk membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Kabupaten, dibentuk Panitia

Pemilihan Kecamatan.

(4) Selain membantu Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan

bertugas meiakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Pasal 5

(1) P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bersifat mandiri dan

berkewajiban untuk tidak memihak calon kepala Desa.

(21 P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur perangkat desa,

pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.

Pasa1 6

(1) P2KD ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan

terdiri dari:

a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota;

c. bendahara merangkap anggota; dan

d. anggota.

(21 P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan

mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui

camat;

c. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala Desa dalam

waktu 9 (sembilan) hari;

d. melakukan pendataan, pendaftaran, pemutakhiran dan penetapan pemilih;

e. mengumumkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT;

f. melakukan penjaringan dan penyaringan sesuai persyaratan yang

ditentukan serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka

waktu 20 (dua puluh) hari;

g. menetapkan calon kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua)

orang dan paling banyak 5 (lima) orang caion;



9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang,

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal

yang bersifat strategis.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja

pelaksanaan pemerintahan desa.

15. Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam

rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil.

16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut

Panitia Pemilihan I{abupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat

Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut

Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat pada tingkat

Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut P2KD

adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan

kepala Desa.

19. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh P2KD untuk

mendapatkan bakal calon kepala Desa dari penduduk desa setempat.

20. Penyaringan adalah proses penelitian kelengkapan administrasi bakal calon

kepala Desa oleh P2KD berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

21. Calon kepala Desa adalah bakal calon kepala Desa yang memenuhi

persyaratan dan telah ditetapkan oleh P2KD sebagai calon yang berhak dipilih

menjadi kepala Desa.

22. Calon kepala Desa terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh

dukungan suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

23. Penjabat kepala Desa adaiah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk

melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala Desa dalam

kurun waktu tertentu.

24. Pemlllh adalah penduduk desa setempat dan telah memenuhi persyaratan

untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.

25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih

yang disusun berdasarkan data Daltar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap

Tambahan pada Pemilihan Umum dan/atau Pemiiihan Gubernur/Wakil

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati terakhir.



h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan TPS;

k. menetaPkan KPPS di TPS;

1. mengambil sumPah ljanji KPPS;

m. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil

pemilihan;

n. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan

o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan'

(3) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD'

(4) Dalam hal P2KD yang berhalangan dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas,

BPD menetapkan pengganti antar waktu'

Paragraf 3

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 7

(1) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (2\ huruf k

berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS

yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-

undangan, ditetaPkan oleh P2KD'

(2\ Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. I (satu) orang ketua merangkap anggota, dan

b. 6 (enam) orang anggota'

(3) Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh

anggota KPPS dan ditetapkan oleh P2KD'

Pasal 8

KPPS mempunyai tugas:

a'menyampaikanundangankepadapemilihyangterdaftarpadaDPT;

b. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;

c. menyerahkan DPT dan DPTB kepada saksi calon kepala Desa yang hadir dan

panitia pemilihan kecamatan;

d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

e. mengumumkan hasil penghitungan sllara di TPS;

f. menindaklanjuti dengan segefa temuan dan laporan yang disampaikan oleh

saksi, panitia pemilihan kecamatan, peserta pemilihan dan masyarakat pada

hari pemungutan suara;

g. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara

dan setelah kotak suara disegel;

h. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan

menyerahkannya kepada saksi caion kepala Desa dan

kecamatan;

i. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada P2KD dan

kecamatan;

suara dan wajib

panita pemilihan

panitia pemilihan



j. menyerahkan kotal< sllara yang sudah disegel yang berisi surat suara, berita

acara pemungutan dan penghitungan suara kepada P2KD pada hari yang sama

dengan hari pemungutan suara;

k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

(1) Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan/atau APB Desa.

(2) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditata dalam batas yang wajar dan proporsional.

(3) Besaran biaya pemilihan diajukan oleh P2KD kepada Bupati melalui camat

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya P2KD untuk mendapat
persetr,r.juan.

(4\ Bupati menerbitkan persetujuan biaya pemilihan kepala Desa dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usulan dari camat.

(5) Dalam hal Bupati tidak menerbitkan persetujuan dalam jangka r.r'aktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usul P2KD dianggap telah disetujui.

Bagian Kedua

Pencalonan Kepala Desa

Pasal 10

(1) Calon kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang harus memenuhi

persyaratan:

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'lahun 7945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau

sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun tahun pada saat

penda ft a ra n:

f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;

g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah drjatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (1ima) tahun atau

lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan

mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-

ulang;

i ttAoV /



k.

L

j' tidak sedang dicabut hak pirihnya sesuai crengan putusan pengadilan yarrg
mempunyai kekuatan hukum tetap;
berbadan sehat;

tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kari masa jabatan baik
secara berturut-turut atau tidak berturut_turut;

m. tidak sebagai anggota dan pengurus partai politik; dan
n' tidak menggunakan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari

dokter pemerintah.

Pasal 11

I(epala Desa yang akan mencalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya,
diberi cuti sejak ditetapkan sebagai caion kepara Desa sampai dengan
selesainya pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris
desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
Selama melaksanakan cuti, kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas
Pemerintah untuk kepentingan sebagai calon kepala Desa.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2\

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 12

Anggota BPD yang mendaftar sebagai

mengundurkan diri dari keanggotaan BpD.
Mekanisme pengunduran diri anggota BpD
(1) diatur dalam tata tertib BpD.

bakal calon kepala Desa wajib

sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 13

Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti
sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai
dengan selesainya pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh
perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 14

Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepaia Desa harus
mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih
dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara
dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai
pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala
Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

(3)

Bagian Ketiga..../



Bagian Ketiga

Penetapan Pemilih

Pasal 15

(1) Daftar Pemilih Sementara adalah daftar penduduk potensial pemilihan kepala

Desa yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Samosir yang telah dimutahirkan.

(2) Daftar penduduk potensial pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dicocokkan dan diteliti oleh P2KD untuk ditetapkan menjadi DPS

dan diumumkan di tempat yang strategis dan mudah drjangkau oleh

masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari.

(3) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada P2KD untuk

didaftar sebagai pemilih tambahan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

(4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan

oleh P2KD pada tempat-tempat yang mudah dr3angkau oleh masyarakat,

selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penyusunan daftar pemilih tambahan.

(5) P2KD menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara dan daftar

pemilih tambahan sebaga DPT paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya

jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan.

(6) Penduduk yang tidak terdaftar pada DPT tetapi memnuhi syarat sebagai

pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas

berupa Kartu Keiuarga dan/atau KTP Elektronik ke TPS dan ditetapkan

sebagai DPTB dalam formulir khusus oleh KPPS.

(71 Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih pada
DPT dan DPI'B.

(8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:

a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala Desa

sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

b. nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisiii di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum

disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan identitas lain yang disahkan oleh

pejabat yang ber-wenang.

(9) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (B) tidak dapat menggunakan hak

pilihnya.

(10) P2KD wajib melakukan pendataan seluruh penduduk desa untuk didaftar

sebagai pemilih.

Bagian Keempat

Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal L6

(1) P2KD melaksanakan penjaringan bakal calon kepala Desa.



(2) Penjaringan dilaksanakan dengan mengumumkan secara terbuka tentang
pendaftaran bakal calon kepala Desa yang memuat persyaratan, waktu
pembukaan dan penutupan pendaftaran bakal calon.

(3) Pendaftaran bakal calon kepala Desa ditaksanakan dalam jangka waktu 9

(sembilan) hari.

(4) Dalam hal bakat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

kurang dari 2 (dua) orang, P2KD memperpanjang waktu pendaftaran paling
lama 2O (dua puluh) hari.

(5) Dalam ha1 bakal calon kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), p2KD melaporkan kepada BpD untuk
disampaikan kepada Bupati melalui camat agar menunda pelaksanaan
pemilihan kepala Desa sampai dengan pemilihan kepala Desa gelombang

berikutnya.

Pasal 17

(1) P2KD melakukan penyaringan terhadap persyaratan bakal calon meliputi
penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi
dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui
instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

(4) P2KD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses clan

ditindaklanjuti P2KD.

(6) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penutupan
pendaftaran bakal calon.

(71 Dalam ha1 berdasarkan hasil penelitian, bakal calon kepala Desa yang
memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, p2KD membuka kembali
pendaftaran bakal calon paling lama 5 (lima) hari .

(B) Dalam hal bakai calon yang memenuhi syarat kurang darj 2 (dua) orang
setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), p2KD

melaporkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati melalui camat
agar menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa sampai dengan pemilihan
kepala Desa gelombang berikutnya.

Pasal L8

Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan
Pasal 17 ayat (B), masa jabatan kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat
kepala Desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

(1) Masa jabatan penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

paling lama sampai dengan dilantiknya kepala Desa pada pemiiihan kepala

Desa gelombang berikutnya.



7-

(21 Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas utama
untuk melaksanakan urusan pemerintahan, mempersiapkan pelaksanaan
pemilihan kepala Desa dan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 20
(1) Dalam hal bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ber.lumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan
paling banyak 5 (lima) orang, P2KD menetapkan bakal calon menjadi calon
kepala Desa.

(21 Dalam ha1 bakai calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang,
P2KD melakukan seleksi tambahan.

(3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara
berurutan dengan kriteria:
a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
b. tingkat pendidikan;

c. pengalaman organisasi kemasyarakatan dan keagamaan; dan
d. usia.

Pasal 21
(1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui

undian secara terbuka oleh p2KD.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh
para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon
dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa.

(4) P2KD mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman
nama calon yang telah ditetapkan, paling rambat 7 (tujuh) hari sejak tanggat
ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (41 , bersifat finar dan
mengikat.

Pasal 22
(1) Setelah ditetapkannya calon kepala Desa, panitia mengadakan rapat untuk

menetapkan:

a. tanda gambar;

b. masa kampanye;

c. masa tenang; dan

d. tempat pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Tanda gambar calon kepala Desa adalah pas photo berwarna terbaru dan

nomor urut, diumumkan kepada masyarakat oleh p2KD yang ditempatkan
pada tempat yang strategis dan terbuka untuk umum.

(3) Tanda gambar dan nomor urut calon kepala Desa tidak dapat diganti dan
dirubah dengan cara apapun.

Pasal 23.../



a
Pasal 28

Calon kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri.
Apabila calon kepala Desa mengajukan pengunduran diri dan berharangantetap secara administratif, dianggap tidak terjadi pengunduran diri.

Bagian Kelima
Kampanye Calon Kepala Desa

pasal 24
(1) calon kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosiarbudaya masyarakat desa.
(2) Peraksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daram jangkawaktu 3 (tiga) hari sebelum dimurai masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditakukan dengan prinsipjujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat visi dan misi bilaterpilih sebagai kepala Desa.
(5) Visi sebagaimana dimaksud pacla ayat (4) merupakan keinginan yang ingindiwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Desa.(6) Misi sebagaimana dimaksud pacla ayat (+) berisi program yang akandilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

pasal 25
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 a.yat (1) dapat diraksanakanberupa;

a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;

c. dialog;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e' pelxasangan aiat peraga di tempat kampanye dan di tempat iain yangditentukan oleh p2KD; dan
f' kegiatan lain yang tidak meranggar peraturan perundang-undangan.

pasal 26
(1) Pelaksana kampanye dilarang melakukan har-hal sebagai berikut ;a' mempersoarkan dasar negara pancasila, pembukaan undang_Undang DasarNegara Repubrik Indonesia Tahun rg4s, dan bentuk Negara KesatuanRepubiik Indonesia;

b' meiakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara KesatuanRepublik lndoncsia;

c' menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calonyang lain;

d' menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f' mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaankekerasan kepada seseorang, sekel0mpok anggota masyarakat, dan/ataucalon yang lain;

(1)

(2)



a g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga dan bahan kampanye caion;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain

dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada peserta

kampanye.

(21 Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

a kepala Desa;

b perangkat desa; dan

c anggota BPD.

Pasal 27

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Pasal '26 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

a Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun

belum terjadi gangguan; dan

b Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di

suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang

berpotensi menyebar ke wilayah 1ain.

Pasal 28

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

(2) Pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada tanggal dan hari libur
nasional, hari besar keagamaan dan hari minggu serta disesuaikan dengan

kondisi daerah;

(3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 29

(1) P2KD wajib mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan

pemungutan suara pada tempat umum yang strategis paling lambat 7 (tujuh)

hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS

sudah harus menyampaikan undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam

Daftar Pemilih Tetap yang memuat hari, tanggal, waktu dan tempat pemilihan

kepala Desa.

(3) Pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat dan

berakhir pada pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat.

(41 Dalam hal waktu pemungutan suara telah berakhir sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) masih terdapat pemilih yang belum memberikan hak suara tetapi

sudah terdaftar pada KPPS dan berada di lokasi TPS tetap diberikan hak untuk
mempergunakan hak pilihnya.

Pasal 30.../



(l) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemirih yang terdaftar
dan/atau DF"IB dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun
alasan apapun.

Pemberian suara dilaksanakan dengan mencobros surat suara pada salah satu
kotak yang memuat foto atau nama dan/atau nomor urut caron.
Pemberian suara dilaksanakan dalam birik suara dengan menggunakan arat
coblos yang disediakan oleh p2KD.

Setiap pemilih hanya dapat melakukan pemberian suara sebanyak 1 (satu)
kali.

Pasal 31
Jumlah pemilih di TpS ditentukan oleh p2KD.
Jumlah pemilih pada setiap TpS tidak boleh sama.
Lokasi TPS ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oreh
penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) dan paling
banyak 3 (tiga), disesuaikan dengan jumlah penduduk.
Penentuan jumlah TpS ditetapkan sebagai berikut:
a' 2 (dua) TpS untuk jumlah penduduk s/d 1.500 (seribu rima ratus)iir,va;
b' 3 (tiga) TpS untuk jumrah penduduk di atas 1.500 (seribu rima ratus)iiwa.
Untuk desa dengan kondisi terpencil dan kondisi geogralis yang surit, jumlah
TPS dapat tebih dari 2 (dua).

Pasal 32
Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik rain pada
saat memberikan suaranya di Tps dapat dibantu oleh anggota KppS atau
orang lain atas permintaan pemilih.
Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pem'ih yang bersangkutan.

Pasal 33
Dalam hal pemirih yang sedang sakit, tunanetra, tunadaksa atau pemilih yang
memiliki halangan fisik tidak dapat memberikan suara di bilik suara, KppS
dan saksi masing-masing caron kepala Desa dapat merakukan antar jemput
suara.

Antar jemput suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirakukan han.ya
dalam wilayah desa.

dalam DPT

dan dengan

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 34
Sebelum melakukan pemungutan
a. membuka kotak suara;
b. mengeluarkan seluruh isi kota
c. mengidentifikasi.jenis dokumen
d. menghitung jumlah setiap.jenis

suara, KPPS melakukan kegiatan:

suara;

dan peralatan; dan

dokumen dan peralatan.

(1)

(2) I{egiatan.,. /



Kegiatan KppS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oreh saksi
masing-masing calon, p2KD, BpD, panitia pemilihan Kabupaten, panitia
Pemilihan Kecamatan, dan masyarakat.
Kegiatan KppS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acarayang ditandatangani oleh Ketua Kpps, dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi masing_masing caron.

Pasal 35
Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud daram pasal 34 ayat (1),
KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak dan/atau terdapat
kekelirr-ran daram cara memberikan suara, pemiiih dapat meminta surat suara
pengganti kepada KppS hanya satu ka1i.

pasal 36
Suara untuk pemilihan kepala Desa dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh ketua KppS;
b' tanda cobros hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu

calon dengan menggunakan alat pencobros yang disediakan oieh p2KD; atauc' tanda cobros terdapat daram salah satu kotak segi empat yang memuat nomor,
foto dan nama calon; atau

d' tanda coblos tebih darr satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat
yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

e' tanda cobros terdapat pada salah satu garis segi empat yang memuat nomor,
foto dan nama calon.

(1) Penghitungan suara

berakhir.

(2) Dalam har pemungutan suara telah berakhir seberum pukul r2.oo waktu
Indonesia Barat dan seruruh pemilih telah memberikan hak suaranya, maka
penghitungan suara dapat dilakukan.

(3) Sebeium penghitungan suara dimurai sebagaimana dimaksr,rd pada ayat (1)
dan ayat (2), KppS menghitung:
a' jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih

yang telah menggunakan hak pilihnya;
b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
c' -iumlah surat suara yang dikembalikan oreh pemirih karena rusak.

(4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), d'akukan
dan selesai di rPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh p2KD,
Panitia Pemiiihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, calon/saksi caion,
BPD, dan masyarakat.

(5) Saksi calon daram penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
harus membawa surat mandat dari caron yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada Ketua KppS.

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 37

di TPS dilakukan oleh KppS setelah pemungutan suara



a (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan
oleh ketua dan sekurang_kurangnya 2 (dua) orang
ditandatangani oleh saksi calon.

(7) Dalam hal ketua KPPS tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksudpada ayat (6), berita acara hasil perhitungan suara dianggap sah bita
ditandatangani minimal 2 (dua) orang anggota KppS.

(B) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan
dimaksud pada ayat (6) kepada masing_masing saksi
sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu)
TPS.

suara sebagaimana

calon yang hadir
eksemplar di tokasi

(9) Berita acara hasil penghitungan slrara sebagaimana dimaksud pada ayat (B),
dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan oleh p2KD dan
dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar ditempel label atau
segel.

(10) KPPS menyerahkan berita acara hasir penghitungan suara, surat suara, danalat kelengkapan administrasi pemungutan cran penghitungan suara kepada
P2KD segera setelah selesai penghitungan suara.

(11) Penghitungan suara dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke
tempat lain apabila terdapat keadaan yang memaksa.

pasal 3g
(1) P2KD melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan selesai pada hari dan

tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemilihan kepala Desa di kantor p2KD
berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara dari KppS dan dihadiri oleh
BPD' Perangkat Desa dan dapat dihadiri oleh panitia pemilihan Kabupaten,
Panitia pemilihan Kecamatan, saksi calon dan masyarakat.

(2) Berdasarkan hasil rekapiturasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), p2KD
menetapkan calon kepala Desa terpilih yang memperoreh suara terbanyak darijumlah suara sah dan mengumumkan kepada masyarakat.

(3) Dalam har jumlah caron kepara Desa yang memperoreh suara terbanyak yang
sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara
terbanyak pada TpS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoreh suara terbanyak yang sama
lebih dari 1 (satu) calon pada TpS dengan jumrah pem'ih terbanyak, maka
dilakukan pemungutan suara ulang bagi calon yang mendapat suara
terbanyak sama.

(5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 39
(1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepara Desa hanya dapat diajukan oleh

calon kepala Desa dalam waktu 2 (dua) hari setelah penetapan calon kepala
Desa terpilih kepada p2KD.

(2) P2KD bersama panitia pemilihan kecamatan memutuskan keberatan terhadap
hasil pemilihan sebagaima dimaksud pada ayat (1) seiambat-rambatnya 3 (tiga)
hari sejak keberatan tersebut disampaikan oleh calon kepara Desa yang
keberatan.

suara yang ditandatangani

anggota KPpS serta dapat



(3) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon

kepala Desa kepada P2KD, P2KD menyampaikan kepada BPD perihal

keberatan tersebut.

(41 Dalam 1ea1 calon kepala Desa yang keberatan tidak menerima keputusan P2KD

dan Panitia Pemilihan Kecamatan, yang bersangkutan dapat mengajukan

banding kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(5) Panitia Pemilihan Kabupaten harus memberikan keputusan paling lambat 5

(1ima) hari, Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat final dan

mengikat.

(6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil

perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala Desa.

Pasal 40

Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa dapat ditunda apabila terjadi

kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam.

BAB III
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTTKAN

Bagian Kesatu

Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 41

(1) P2KD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala Desa kepada BPD paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai.

(2\ Berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), BPD menyampaikan calon kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui

camat dengan tembusan kepada kepala Desa paiing lambat 7 (tujuh) hari

terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari P2KD.

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD tidak

menyampaikan calon kepala Desa terpilih, maka panitia pemilihan kecamatan

segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara rekapitulasi

penghitungan suara dari P2KD dan dilengkapi berkas penghitungan suara

untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.

(4) Bupati menerbitkan keputusan berdasarkan rekomendasi camat mengenai

pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puiuh) hari

terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD melalui camat.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 42

(1) Kepala Desa terpilih clilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan

Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan.

(2\ Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.



(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji":

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala Desa dengan

sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan

Pancasila sebagai dasar negara dan;

- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala

peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi

desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 43

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan

awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(21 Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada

APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

Pasal 44

(1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada

APBDesa, APBD Kabupaten, Provinsi, dan APBN.

Pasal 45

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepaia Desa, Bupati wajib

menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

Pasal 39 ayat (5).

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 46

(1) Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan

pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka

waktu 6 enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.

(2\ sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang

meliputi:

a. pembentukan P2KD antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka

r,vaktu 15 (lirrra belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh P2KD

antanvaktu kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak P2KD antarwaktu terbentuk;

c. pemberian.../



c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa

paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

diajukan oleh P2KD antarwaktu;

d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh P2KD

antarwaktu dalam jangka waktu 15 (1ima belas) hari;

e. penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon oleh P2KD antarwaktu

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

f. penetapan calon kepaia Desa antarwaktu oleh P2KD antarwaktu paling

sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang

dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai

calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

(3) Bakal calon kepala Desa antar waktu harus memenuhi persyaratan bakal

calon kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1).

(4\ BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:

a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD dan teknis

pelaksanaan pemilihan ditetapkan oleh P2KD antarwaktu;

b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah

desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh P2KD antarwaktu

melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melaiui pemungutan

suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;

d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh P2KD antarwaktu

kepada musyawarah desa;

e. penetapan calon terpilih oleh musyawarah desa;

f. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa antar waktu melalui

musyawarah desa atau pemungutan suara kepada BPD paling lambat 7

(tujuh) hari setelah musyawarah desa melakukan penetapan calon

kepala Desa antarwaktu terpilih;

g. pelaporan calon kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah desa

atau pemungutan suara oleh ketua BPD kepada Bupati melalui camat

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari P2KD

antarwaktu;

h. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon

kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

laporan dari BPD dan berdasarkan rekomendasi dari camat;

i. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala

Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 47

(1) Kepala Desa berhenti karena:

o 
^onin 

oool /



a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
karena;

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;

melanggar larangan sebagai kepala Desa;

adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua)
desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
Laporar-r Pimpinan Badan permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala
Desa yang bersangkutan.

Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 48
(1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal

47 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat provinsi

dan Kabupaten.

Bagian Kedua

Pemberhe ntian Seme ntara

Pasal 49
Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;

b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan

d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar,
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 5O

(1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat
pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa
sampai dengan terpilihnya kepala Desa.

C.

d.

e.

f.

i>

(3)

(4)

(s)



Penjabat kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak
kepala Desa.

Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala Desa sampai dengan dilantiknya
kepala Desa yang baru.

Pasal 51
Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti sebagaimana
dimaksud dalam pasar 48 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat
pegawai negeri sipil dari pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa.
Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serain
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepara Desa juga
mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa
antarwaktu.

Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) melaksanakan
tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala Desa sampai dengan clilantiknya
kepala Desa antar waktu.

Pasal 52
Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa,
kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya
Bupati mengangkat penjabat kepala Desa.

Bupati mengangkat penjabat kepara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dari pegawai negeri sipil dari pemerintah Kabupaten.

Pasal 53
Pegawai negeri sipit yang criangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 50 dan Pasal 51 paling sedikit harus memahami bidano
kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meraksanakan
tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan
kepala Desa.

Pasal 54
Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipir apabila berhenti sebagai
kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas
usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai
pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 55
(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal

nelanfilzan

(2)

(3)

(1)

(21

tJ,

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)



(2)

(3)

(4)

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama

3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-
turut.

Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.

Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya

atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode

masa jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor ll Tahun

2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 1agi.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulhi berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan

pada tanggal 7 Juni 2076

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 f,r.rni 2016

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TOMBOR SIM N, SH, MM
PEMBINA UTA A MUDA
NrP. 19580813 198603 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2016 NOMOR Ig SERI D NOMOR 

'6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA :3912OL6



I.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,

PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

UMUM
Dalam sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa kali perubahan ketentuan
perundang-undangan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahlun
2005 tentang Desa dan terakhir pengaturan desa berpedoman kepada Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2OI4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OI4 terdapat beberapa perbaikan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama tentang pencalonan, pemilihan,
pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Pengaturan tentang pencalonan,
pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa sebelumnya
berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 yang berptjak kepada Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5 tentang
Desa.

Sejalan dengan adanya penyesuaian pengaturan desa dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074.tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa maka perlu ditetapkan pengaturan tentang pencalonan, pemilihan,
pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang berpedoman kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074. Pengaturan tentang pencalonan, pemilihan,
pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan
Daerah yang secara prinsip berlandaskan pemikiran melindungi keanekaragaman
karakteristik desa dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan
demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam ha1 perlindungan keanekaragaman karakteristik desa, pengaturan pencalonan,
pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa mengakui adanya asal-
usui dan kondisi sosial budaya masyarakat desa dengan menghormati sistem nilai yang
berlaku pada masyarakat namun tetap menjunjung dan menjaga serta mengindahkan sistem
nilai yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemberdayaan desa memiliki makna bahwa dalam
pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala
dan peran aktif masyarakat agar senantiasa berperan
kehidupan bersama di desa.

pelaksanaan pencalonan, pemilihan,
Desa harus mewujudkan keterlibatan
serta dan bertanggung jawab terhadap

Pencalonan, pemiiihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa tetap
menjunjung prinsip Demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodir aspirasi
masyarakat desa yang diatrikulasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai m1ilra

Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

Kepala Desa dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan yang
dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk dan/atau masyarakat desa
berkewarganegaraan Indonesia yang memenuhi persyaratan. Kepala Desa dapat menjabat
sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.



II.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini diatur qgtt
dilaksanakan secara serentak di wilayah Kabupaten. Ha1 ini merupakan amanah dari
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201.4 yang bermaksud untuk menghindari hal negatif daiam
pelaksanaan pemilihan kepala Desa. Namun demikian, pelaksanaan pemilihan kepala Desa
secara serentak di kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah desa, dan
kemampuan biaya pemilihan yang menjadi beban. Dalam hal tidak dapat dilaksanakana
secara serentak di kabupaten, pemilihan kepala Desa dapat dilaksanakan secara
bergelombang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. Sebagai akibat pemilihan
kepala Desa secara serentak dan terjadi kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan
sebelum habis masa jabatannya, pengisian jabatan diiakukan dengan penjabat Kepala Desa
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan hal tersebutlah Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu di
perbaiki dan disusun kembali pengaturannya dengan berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OI4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2OI4 tentang Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Ayat (1)
Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa disampaikan secara tertulis dan tembusannya disampaikan kepada
Bupati melalui Camat, kecuali bagi penjabat kepala Desa akan diatur dalam
Peraturan Bupati.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Pasal 3

Ayat (1)
yang dimaksud dengan "pemilihan kepala Desa secara serentak" adalah pemilila,n
kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh wilaj'ah
Kabupaten Samosir dengan mempertimbangkan jumlah desa dan
kemampuan biaya.

Avat (2\
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasai 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal B

cukup jelas
Pasal 9

Ayat (1)
Biaya pemilihan kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
belanja daerah kabupaten adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara,
kelengkapan peralatan lainya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ditata dalam batas wajar" adalah disusun sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia.
yang dimaksud dengan "proporsional" adalah anggaran biaya pemilihan

diberikan sesuai dengan kondisi keadaan yang sebenarnya dengan berpedoman
pada standar yang ditetapkan.

Pasal i0
Ayat (1)

Cukr-rp Jelas



Yang dimaksud dengan "persyaratan administrasi" adalah dokumen mengenai
persyaratan bakal calon, antara lain:
1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat

tingkat kabupaten;
2. Surat pernyataar-r bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh

yang bersangkutau di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau
bermaterai cukup;

4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ljazain terkahir yang
dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang
berwenang;

5. Akta kelahiran atalr Surat Keterangan Kenal lahir;
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa 5'sng dibuat oleh

yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
7. Kartu Tancla Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang

1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala Desa setempat;
8. Sr-rrat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana

penjara berdasarkan putr,rsan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetarp karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

9. Surat Keterar-igan dari l(etua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut
hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hr-tkum
tetap;

lO. Surat keterangan berbadan sehat dan surat keterangan tidak menggunakan
narkoba dan psikotropika dari mmah sakit umum daerah;

11. Sr-rrat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat I(eterangan
Catatan Kepolisian dari instansi yang berwenang;

12. Surat keterangan dari pernerintah daerah dan surat pernyataan dari yang
bersangkr:tan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

13. surat keterangan dari instansi berwenang tidak menjadi anggota dan
pengurus partai Politik;

14. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari instansi
berwenang

Pasal 1 I
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal l5
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasa| 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28



Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

CukuP Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup Jelas
Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Cukup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas
Pasal 40

Cukup Jelas
' Pasal 41

Cukup Jelas
Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup Jelas
Pasal 44

Cukup Jelas
tu""t 

3Lu.rp Jelas
Pasal 46

Cukup Jelas
Pasal 47

p..d fgtkttP 
Jelas

Cukup Jelas
Pasal 49

p.*u] sco'k'P 
Jelas

CukuP Jelas/ Putut talurro 
r"tr"

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
, CukuP Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas
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